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BAB III  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal 

berikut ini: 

1. Pengguna layanan grab bike oleh PT Grab Teknologi Indonesia 

memperoleh perlindungan konsumen terhadap hak atas 

kenyamanan, keamanan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, 

ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang 

diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya. Perolehan hak-hak konsumen tersebut diwujudkan 

dengan dihadirkannya 3 hal yakni Pencegahan, Perlindungan, dan 

Tindakan. 

2. Tanggung jawab yang diberikan oleh PT Grab dalam hal 

terjadinya kerugian yang dialami oleh konsumen dalam hal ini 

yakni kecelakaan berupa jaminan asuransi. Asuransi yang 

diberikan sudah ditentukan berdasarkan bentuk cidera yang 

dialami mulai dari cacat permanen, pengobatan di instansi medis 

terkait, dan kematian. Konsumen hanya perlu melakukan klaim 

berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah dijelaskan. 
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B. Saran 

 
1. Sebaiknya dalam hal penyelenggaraan layanan Grab bike yang 

mana dalam hal ini angkutan orang lebih mengupayakan lagi 

berbagai macam pencegahan agar mengurangi kemungkinan 

kecelakaan akibat kelalaian driver Grab bike. 

2. Dalam hal memberikan ganti kerugian dengan bekerja sama 

dengan pihak asuransi ini lebih dipermudah kembali mengenai 

pengajuan klaim, agar konsumen juga tidak merasa dipersulit dan 

konsumen benar-benar terpenuhi hak atas ganti kerugiannya. 
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